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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun
1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian
lagidilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif - tidak dilambangkan
< Ba B Be
& Ta T Te
& Sa § S dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha h H dengan titik di bawah
& Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 4 Z dengan titik di atas
2 Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
ua Sad $ es dengan titik di bawah




ol Dad d de dengan titik di bawah
b Ta t te dengan titik di bawah
5] Za z zet dengan titik di bawah
£ ‘Ain ’ koma terbalik di atas
4 Gain G Ge

o Fa F Ef

é Qaf Q Qi

El Kaf K Ka

Jd Lam L El

A Mim M Em

) Nun N En

K] Wau W We

® Ha H Ha

3 Hamzah Apostrof

7 Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal tunggal

Vokal rangkap

Vokal panjang

i=3

Lﬂ;i:ai

gl =1

sl=au

s=1

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/

Contoh :

Aaa 3l pa ditulis mar atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :
YONTRL] ditulis

fatimah

Vi




4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
Ly ditulis rabbana
o ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

cad) ditulis asy-syamsu
da ditulis ar-rojulu

3 ) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

) ditulis al-gamar
& ditulis al-badi’
d 3 ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah

itu ditransliterasikan dengan apostrof / /.

Contoh:
Cisal ditulis umirtu
£ o ditulis syai'un

vii
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ABSTRAK

Rizki Nur Aziz. 2022. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap
Pencatatan Sipil Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Di Desa
Asemdoyong . Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari’ah/S1 Hukum Keluarga
Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Drs. Ali Muhtarom, M.H.I.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengatahui kesadaran hukum
masyarakat muslim Desa Asemdoyong terhadap pencatatan Akta Kelahiran anak
yang lahir dari perkawinan sirri, dimana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun
2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan “Setiap
Kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat
paling lama 60 (enam puluh) harisejak kelahiran”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran
hukum masyarakat muslim terhdap pencatatan sipil anak yang lahir dari
perkawinan sirri di Desa Asemdoyong, faktor yang mempengaruhinya dan
dampak tidak dicatatkanya Akta Kelahiran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (Field
Research) sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah Primer, sekunder dan tersier.
Sumber data primer bersumber dari wawancara dengan pasangan yang melakukan
pernikahan sirri di Desa Asemdoyong Kecamatan taman. Kabupaten Pemalang.
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan
Undang-Undang. Sumber data tesier bersumber dari kamus Indonesia-Inggris,
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan
narasumber yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yakni masyarakat Desa
Asemdoyong yang melakukan pernikahan sirri didapatkan hasil bahwa tingkat
kesadaran hukum masyarakat yang melakukan pernikahan sirri terhadap
pencatatan sipil anak masih tergolong rendah, karena tidak menjalankan peraturan
yang berlaku yaitu mencatatkan akta kelahiran anaknya, akan tetapi narasumber
memahami bahwa akta kelahiran penting bagi anaknya. Adapun faktor yang
mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Asemdoyong terhadap
pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri yaitu faktor pengetahuan
dan pemahaman hukum, faktor pendidikan, dan faktor sosialisasi hukum.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Akta Kelahiran, Pernikahan Sirri.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sirri secara harfiah kata siri diartikan sebagai rahasia, maka
perkawinan sirri dapat diartuikan sebagai perkawinan yang disembunyikan dari
banyak orang. Kebanyakan mengartikan Perkawinan Siri merupakan sebuah
perkawinan yang dilangsungkan sesuai aturan agama saja tanpa adanya suatu
pencatatan kepada petugas yang berwenang, akan tetapi karena..berbagai
faktor yang melatar belakanginya menjadikan tidak adanya pencatatan yang
sah oleh aparat yang berwenang atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) juga tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan sirri di masyarakat juga
sering disebut dengan nikah di bawah..tangan.! Dengan adanya perkawinan
yang tidak dicatatkan ini maka berdampak kepada wanita dan anak yang lahir
dari perkawinan tanpa pencatatan Negara tersebut.

Perkawinan tanpa pencatatan Negara atau Nikah sirri ini menjadi
permasalahan yang tidak berujung, tidak adanya perlindungan hukum yang
optimal oleh negara jika perkawinan tidak dicatatkan kepada petugas yang
berwenang, karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuata hukum secara
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tentu saja hal tersebut menbuat
perkawinan tanpa pencatatan ini terus diteliti. Dulu keberadaan dua orang saksi

dipandang sudah cukup sebagai bukti telah diberlangsungkannya suatu

! Mardani, “Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern”, (Yogjakarta: Graha
llmu, 2011), 17.



perkawinan. Seiring dengan semakin tingginya mobilitas manusia dan
membutuhkan bukti yang dapat dipercaya, meskipun dari sudut pandang
hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam kategori syarat
perkawinan, pencatatan perkawinan adalah faktor dari salah satu
wujud..instrumen perlindungan yang diberikan oleh negara bagi warga yang
melakukan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam Bab | pasal 2 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan disebutkan perihal
pencatatan perkawinan. Hal itu juga diterangkan secara lebih terang dalam
Kompilasi Hukum Islam, yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 yang
menyebutkan bahwa suatu perkwainan harus dicatatkan agar terjaminnya suatu
ketertiban bagi masyarakat Islam. dan juga disebutkan dalam pasal 6 ayat 2
menegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Petugas
Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.? Namun pada kenyataanya
realita perkawinan yang berlangsung di wilayah masyarakat tidak semuanya
berpatokan kepada Undang-undang. Ada beberapa masyarakat melaksanakan
perkawinan tanpa dicatatkan oleh petugas yang berwenang,

Dari pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan tersebut tentu
saja akan memberikan banyak dampak negativ salah satunya adalah dampak
terhadap pencatatan Akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri
tersebut, akan tetapi realitas yang terjadi dalam masyarakat masih banyak yang
melakukan pernikahan sirri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi akibat

pernikahan sirri tersebut, sebelum adanya Permendagri nomor 108 tahun 2019

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2



dan permendagri nomor 109 tahun 2019, pencatatan Akta kelahiran bagi anak
yang lahir dari perkawinan sirri tidak bisa dilakukan, adapun jika di catatkan
akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut hanya
mencantumkan nama ibu saja dalam akta kelahiranya. Namun setelah adanya
peraturan tersebut anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat mencatatkan
Akta Kelahiran anak mereka yang lahir dari perkawinan sirri.?

Pencatatan Sipil bagi seseorang sangatlah penting, pencatatan sipil adalah
pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh sesorang dalam register
pencatatan sipil pada instansi pelaksana”. Juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat
(17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni
“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan”.*

Pencatatan sipil bagi seorang anak sangatlah penting, karena dalam
peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa
akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain
atau pihak ketiga. Pencatatan sipil yang dimaksud disini adalah Akta
Kelahiran anak, pencatatan kelahiran anak sesuai peraturan yang berlaku harus

dicatatkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran anak tersebut, sesuai dengan

3 Hamka Ishak, “Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri”, (Bandung :
Edukasia Press, 2014), 3.

4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Ayat
(15) dan Ayat (17)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap
kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.®

Dengan adanya pencatatan Akta Kelahiran, seorang anak mempunyai
bukti secara hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga
negara Indonesia, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat masih banyak yang
belum sadar akan betapa pentingnya Akta Kelahiran bagi seseorang. Mengacu
pada peraturan diatas maka setiap kelahiran harus dicatatkan kurang dari 60
hari setelah dilahirkan, tidak terkecuali anak yang lahir dari perkwinan sirri,
anak dari pasangan pernikahan sirri juga dapat dapat mencatatkan kelahiran
anak (Akta Kelahiran), hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan
Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam pasal 48
ayat 2 yang berbunyi dalam hal pencatatan kelahiran sebagai mana dimaksud
dalam pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa : a. Buku nikah /
kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. Status hubungan
dalam keluarga pada KK menunjukan status hubungan sebagai suami istri,
dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak

ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.



sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan
peraturan tersebut menjelaskan dengan jelas bahwa pasangan pernikahan sirri
dapat mencatatkan kelahiran anaknya atau membuatkan akta kelahiran.

Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang
digunakan dalam administrasi kependudukan pada pasal 5 ayat (2) huruf b

<

yang menyebutkan bahwa “ penggunaan formulir kelengkapan persyaratan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi; b.
Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian
belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/
perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen
perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;®,
peraturan tersebut secara jelas memberikan kekuatan hukum bagi pasangan
yang melakukan pernikahan sirri agar dapat mencatatkan Akta kelahiran bagi
anak mereka yang lahir dari perkawinan sirri tersebut, yaitu dengan
menyertakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (STPIJM).

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas
merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan
hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak
anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial

lainnya. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam pasal 5

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut

5 Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam
administrasi kependudukan pada pasal 5 ayat (2)



menyebutkan bahwa:“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri
dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan dalam Pasal
27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus
diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana
dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Pernikahan sirri merupakan masalah yang masih banyak ditemui di
banyak wilayah di Indonesia. Seperti halnya di Desa Asemdoyong masih
banyak kasus (lima) pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan oleh
negara atau nikah siri, biasa disebut juga nikah kiyai oleh masyarakat Desa
Asemdoyong dan masih belum menjalankan Undang-Undang No. 23 Tahun
2006 pasa 27 ayat 1 yaitu melaporkan kelahiran anak untuk dicatatkan kepada
Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari, desa Asemdoyong sendiri
adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten pemalang,
yang letaknya berada di pesisir pantai utara pulau jawa dan mempunyai tempat
pelelangan ikan yang cukup besar di wilayah pemalang’. Pernikahan tersebut
biasanya dilakukan dihadapan seorang ustad atau kiyai sebagai penghulu dalam
pernikahan itu, tanpa adanya pencatatan perkawinan keapada pihak yang
berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).

Berdasar paparan di atas, Dengan adanya latar belakang persoalan
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis mengangkat

judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pencatatan Akta

7 http://asemdoyong.desa.id/



Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Di Desa Asemdoyong

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang
akan diteliti adalah:
1.Bagaimana Kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap Pencatatan
Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri di Desa Asemdoyong
Kecamatan Taman  Kabupaten Pemalang dan  Faktor yang
mempengaruhinya?

2. Bagaimana dampak tidak dicatatkanya Akta Kelahiran bagi seorang anak?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim
terhadap Pencatatan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri di
Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan Faktor
yang mempengaruhinya
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak tidak dicatatkanya Akta Kelahiran

bagi seorang anak.



D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

a.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara konseptual
dapat memperkaya teori tentang kesadaran hukum masyarakat muslim
terhadap pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan
sirri.

Penelitian ini. diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang
dijadikan acuan bagi peneliti lain terkait.masalah terhadap perkara
kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap  pencatatan akta

kelahiran anak dari perkawinan sirri.

2. Kegunaan Praktis

a.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dalam persoalan
mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan
akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri.

Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi
masyarakat Muslim di Desa Asemdoyong Keccamatan Taman
Kabupaten Pemalang tentang kesadaran hukum masyarakat muslim

terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan tinjauan pustaka serta mempelajari terhadap

beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang hampir



sama dan relevan, tetapi berbeda fokus kajiannya, untuk perbandingan,
sebagai berikut penelitian itu antara lain :

Penelitian yang ditulis oleh Sulhanuddin Lubis tahun 2019 yang
berjudul  “Implikasi Nikah Dibawah Tangan Terhadap Proses
Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas
Kependudukan Dan Caratan Sipil Kota Medan)”. Dalam Skripsi ini
menjelaskan bagaimana kedudukan perkawinan nikah di bawah tangan
perspektif UU perkawinan No.l tahun 1974 serta bagaimana proses
permohonan penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan bawah
tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Medan,?
Penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penulis,
dimana fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah kesadaran hukum
masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari
perkawinan sirri, dimana titik fokusnya adalah pada kesadaran hukum
masyarakat muslim yang melakukan pernikahan sirri terhadap pencatatan
sipil (Akta Kelahiran) anak dari pernikahan sirri. Sedangkan persamaan
dalam penelitian Sulhanuddin Lubis dengan penulis adalah sama-sama
membahas tentang pernikahan sirri dan pencatatan akta kelahiran

Penelitian yang ditulis oleh Elvira Hardi tahun 2019 yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta

8 Sulhanuddin Lubis, Implikasi Nikah Dibawah Tangan Terhadap Proses Permohonan
Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Skripsi,
(Sumatra Utara Medan : Fakultas syariah dan Hukum, 2019 ).
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Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pemerintahan Kota Medan)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang
bagaimana tinjauan yuridis terhadap dampak keterlambatan pencatatan
akta kelahiran. Kemudian dalam penelitian ini secara singkat memberikan
kesimpulan..bahwa keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan
memberikan dampak buruk dalam segi yuridis terhadap anak,.® Penelitian
tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penulis, dimana
fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah kesadaran hukum
masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir lari
perkawinan sirri, dimana titik fokusnya adalah pada kesadaran hukum
masyarakat muslim yang melakukan pernikahan sirri terhadap pencatatan
sipil (Akta Kelahiran) anak dari pernikahan sirri. Sedangkan persamaan
dalam penelitian Elvira Hardi ni dengan penulis adalah sama-sama
membahas tentang pencatatan sipil anak (Akta Kelahiran).

Penelitian yang ditulis Em Bagus Sulthonil Auliya Tahun 2018
yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak
Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974)" 0, Dalam skripsi ini lebih memfokuskan tentang

% Elvira Hardi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta
Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota
Medan)”., skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019).

10 Em Bagus Sulthonil Auliya,” Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak
Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”, Skripsi, (Suabayar
. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018).
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analisis yuridis terhadap pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui
asal-usulnya di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lumajang
dan Bagaimana prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak
diketahui asal-usulnya, maka penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus
penelitian, dimana fokus penelitian penulis adalah kesadaran hukum
masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir lari
perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut
adalah sama dalam membahas tentang pencatatan sipil anak (Akta
Kelahiran)

Penelitian yang ditulis Marhayana Tahun 2017 yang berjudul
“Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 ( Studi Di Dinas
Pendaftaran Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai )”.*
Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Pendaftaran Akta
Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dan Kendala-kendala pendaftran Akta
Kelahiran Anak tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VII1/2010, maka penelitian tersebut memiliki perbedaan
fokus penelitian dengan penelitian penulis, dimana fokus penelitian
penulis adalah kepada kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap

pencatatan sipil anak yang lahir lari perkawinan sirri. Sedangkan

11 Marhayana, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) Terhadap kedudukan
Istri, Anak, dan Harta Kekayaanya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”,
Skripsi, (Makasar, UIN Aluddin Makassa Fakultas Syariah Dan Hukum , 2017).
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persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas
tentang pencatatan sipil anak (Akta Kelahiran)

Penelitian yang ditulis Theresia Alvita Saraswati Tahun 2019 yang
berjudul “Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui
Orangtuanya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang”.'?> Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan
tentang praktik pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui
orangtuanya pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota
semarang dan hambatan yang dihadapi dalam praktik pencatatan kelahiran
anak yang tidak diketahui orangtuanya. Tentu saja ini berbeda dengan
fokus penelitian penulis yaitu kepada kesadaran hukum masyarakat
muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir lari perkawinan sirri.
Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama-sama
membahas tentang penencatatan sipil anak (Akta Kelahiran).

Peneliian yang ditulis Anjani Sipahutar tahun 2019 yang berjudul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan
Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Anak“*® Dalam peneltian ini memfokuskan penelitian

kepada perlindungan anak yang ditelantarkan dari pernikahan siri, tentu

12 Theresia Alvita Saraswati, “Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak
Diketahui Orangtuanya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”,
Skripsi, (Semarang , Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Fakultas Hukum Dan
Komunikasi, 2019).

13 Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil
Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan
Anak”, Doktrina: Journal ofLaw, 2 (1) April 2019, 66-82.
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saja ini berbeda dengan fokus penelitan penulis yaitu kepada kesadaran
hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir lari
perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian
tersebut..adalah sama dalam..membahas anak dari pernikahan sirri.

Penelitian yang ditulis oiriyah Rihlatul Khoiriyah tahun 2017
tentang “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah
Siri”.*4 Dalam penelitian memfokuskan penelitian kepada aspek hukum
terhadap perlindungan perempuan dan anak dari perkawinan siri, dan juga
problematika dalam perkawinan siri, tentu saja ini berbeda dengan fokus
penelitan penulis yaitu kepada kesadaran hukum masyarakat muslim
terhadap pencatatan sipil anak yang lahir lari perkawinan sirri. Sedangkan
persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah..sama dalam
membahas..anak dari pernikahan sirri.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Ummu Adillah tahun 2014 tentang
“Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan
Anak”*® Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penelitian kepada
akibat hukum dari perkawinan siri yang diterima kepada anak dan
perempuan serta pembahasan tentang peraturan-peraturan yang
mengaturnya, tentu saja ini berbeda dengan fokus penelitan penulis yaitu

kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang

14 Rihlatul khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah
Siri”, SAWWA, Volume 12, Nomor 3, Oktober2017, 397-408.

15 Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan
Anak”, PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014, 193-222.
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lahir lari perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian

tersebut adalah sama dalam membahas pernikahan sirri.

F. Kerangka Teori
1. Teori Kesadaran Hukum
a. Pengertian Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum menurut penjelasan Zainuddin Ali yakni terkait
faktor-faktor suatu aturan hukum yang sudah dimengerti, diketahui,
dipatuhi dan dihargai. Namun ketentuan hukum tersebut hanya diketahui
saja oleh masyarakat, taraf kesadaran hukumnya masih rendah dan belum
memahami adanya hukum seterusnya.®
Pengertian Kesadaran hukum dijelaskan oleh Ewick dan Silbey
yakni lebih kepada cara dimana orang-orang memahami hukum serta
institusi-institusi hukum, pemahaman yang memberikan arti kepada
pengalaman dan tindakan seseorang.’
b. Teori Kesadaran Hukum
Teori Kesadaran hukum Karbbe menjelaskan bahwa kesaadaran
hukum adalah suatu kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri
manusia ataupun tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada.
Sudikno Mertokusumo menyampaikan teori kesadaran hukum

artinya kesadaran mengenai apa yang semestinya diperbuat oleh

16 Zainuddin Ali, “Sosiologi Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 66.
17 Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum ( LegalTheory)”, (Jakarta: Kenana.2009), 510.
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seseorang atau perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan terlebih
kepada orang lain.
c. Konsep Kesadaran Hukum
Timbulnya suatu kesadaran oleh masyarakat tentang hukum yang
didorong oleh kepatuhan hukum berdasarkan kebiasaan, doktrin,
identifikasi kelompok. Terdapat empat indikator kesadaran hukum
menurut Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa:
a) Pengetahuan tentang hukum
Seseorang mengetahui adanya aturan tertulis dan tidak tertulis.
Perilaku hukum seseorang diatur oleh hukum. Perilaku hukum yang
diatur mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum
maupun perbuatan yang dilegalkan oleh hukum.
b) Pemahaman Hukum
Seseorang warga berpengetahuan dan memiliki..pemahaman
tentang aturan tertentu, baik dari segi isi aturan ataupun pemahaman
hukum yang berlaku pada masyarakat. Misalnya pengetahuan dan
pemahaman adanya aturan tentang penikahan sirri atau tanpa adanya
pencatatan oleh negara.®
c¢) Sikap Hukum
Seseorang dapat menilai terhadap hukum yang berlaku pada

masyarakat.

18 Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum ( LegalTheory)”. 510.
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d) Perilaku Hukum
Seseprang yang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.®

2. Pernikahan sirri dan Pencatatan Akta Kelahiran
Pernikahan ialah suatu syariat yang diturunkan kepada manusia,
dengan syariat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan secara
biologis, dan untuk melestarikaan keberadan manusia itu sendiri, dan jadi
salah satu fasilitas untuk beribadah kepada Allah swt. Dimana, tujuan
dalam pernikahan itu sendiri adalah terwujudnya kehidupan sakinah,
mawaddah dan rahmah.?°

Dalam sebuah ikatan perkawinan dapat menimbulkan beberapa
konsekuensi, sehingga dibentuk suatu aturan serta prosedur untuk
menjauhii hal-hal negatif yang bisa merugikan. Di Indonesia memiliki
tatacara dan aturan sebagai landasan atau acuan yang dibentuk untuk
masyarakat Islam bahwa suatu pernikahan harus dicatat secara resmi dan
dipublikasikan.?* Seperti halnya dalm Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:“Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu”. Dan sebagai..tindakan hukum dibutuhkan suatu

19 lprahim Ahmad, Rencana dan StrategiPeningkatan Kesadaran HukumMasyarakat .
Dalam Gorontalo Law Review. Vol.1 (Gorontalo: Law Review, 2018), h. 17.

20 Khoiruddin Nasution, “Filsafat Perkawinan Islam stud iinterkoneksitas, Dalam
HukumPerkawinan dan Kewarisan di Dunia MuslimModern”, (Yogyakarta: Academia 2012),
281.

21 Dadi Nurhaedi, “Nikah Di Bawah Tangan (PraktikNikah Sirri Mahasiswa Jogja)”,
(Yogyakarta: Saujana, 2003), 25.
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kepastianhukum, maka dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku”.??> Sedang kompilasi hukum islam dalam pasal 4 disebutkan
bahwa suaru perkawinan sah apabila dilakukan dengan hukum islam
sesuai dengan pasal nomor 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.?

Perkawinan sirri memiliki beberapa definisi, perkawinan sirri yang
didefinisikan dalam figh adalah .perkawinan yang dirahasiakan dan hanya
diketahui oleh orang yang terkai dalam prosesi pernikahan itu saja, seperti
saksi kedua mempelai saja, kemudian definisi yang ada di masyarakat
adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak cocok dengan ketentuan
hukum positif mengenai perkawinan yang digunakan di Indonesia, walau
kebenaranya menurut Hukum Islam tidak bermasalah jika sudah terpenuhi
syarat dan rukunnya, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah
administratif saja, tetapi akibatnya adalah pasangan tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan mereka. dan perkawinan itu
tidak dilindungi secara hukum, bahkan dianggap tidak sah oleh hukum.

Pernikahan Siri ialah suatu fenomena yang masih banyak dilakukan
di berbagai wilayah di Indonesia sampai sekarang. Permasalahan tersebut
seringkali tidak terpantau oleh petugas-petugas yang berwajib,

dikarenakan pelaku perkawinan siri tersebut tidak melaporkan atau

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan,
(Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)), 2.

23 “Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan”,
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.
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mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang, disini
adalah KUA bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non
Muslim. Pernikahan siri seringkali dilaksanakan dihadapan ustad atau
tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai Penghulu.?*

Dalam pernikahan sirri akan menimbulkan banyak dampak salah
satunya dampak kepada pencatatan sipil anak, dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang no. 23 tahun 2006 pada pasal 3 disebutkan bahwa “setiap
penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang didalamnya kepada instansi pelaksana dengan memenubhi
persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil” maka dengan jelas bahwa setiap kelahiran seorang anak harus
dicatatkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan paling
lambat 60 hari sejak kelahiran untuk melaporkan kepada Instansi
Pelaksana. Bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka dalam
pencatatan kelahirannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam

Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan

24 Irma Garwan, “Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Ri No.46/Puu-Viii/2010)”, (Karawang, Jurnal Justisi
llmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1,September, 2016). 64.
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Kepemilikan Akta Kelahiran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 3
Ayat (2) yakni :
“Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau
Menggnakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau

penanggung jawab.”

G. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitia yang akan digunakan ialah penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan secara
langsung di lapangan sehingga peneliti bisa memperoleh informasi
beserta data sedekat mungkin dengan dunia nyata.®> Dalam penelitian
ini, peneliti mencoba mengungkapkan dan menjelaskan secara mendalam
mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan akta
kelahiran anak dari perkawinan sirri di Desa Asemdooyong.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu
dengan memusatkan perhatianya kepada prinsip-prinsip umum yang

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan

%5 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke-23”, ( Bandung:
Alfabeta, 2016), 290.
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manusia, atau pola pola yang dianalisis dari gejala-gejala sosial budaya
dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan
untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Asemdoyong
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Di Desa ini masih terdapat
beberapa kasus (lima) pernikahan sirri yang menyebabkan masalah
dalam pencatatan sipil anak dari pasangan-pasangan tersebut.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Sumber data primer
Sumber data primer ialah segala data yang bersumber dari
hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat®® yang
melakukan pernikahan sirri di Desa Asemdoyong Kecamatan
Taman Kabupaten Pemalang.
b. Sumber data sekunder
Merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data
informasi kepada pengumpul data, misalnya data yang didapat dari

dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung

% Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke-23", 290.
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informasi data yang didapat dari data primer, baik berupa buku,
jurnal, tesis dan penelitian lain.?’
5. Teknik pengumpulan data
Teknik Pengumpulan disini menggunakan teknik lapangan dengan
metode sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara ialah komunikasi dua arah agar memperoleh data
dari informan, vyaitu masyarakat Asemdoyong yang melakukan
pernikahan siri (5 orang) mengenai kesadaran hukum masyarakat
muslim terhadap pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri.
Wawancara dilakukan untuk medapatkan dan menggali data dengan
mengadakan tanya jawab baik berupa langsung berhadapan fisik,
melihat muka lawan bicara, dan dapat dilakukan melalu telefon
maupun mendengar dengan telinga sendiri 2
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai hal-
hal ataupun variabel baik berupa catatan, buku, notulen dan lain
sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari informan
yaitu masyarakat desa Asemdoyong yang melakukan pernikahan siri
(5 pasangan) dengan menggunakan dokumentasi berupa foto dan

rekaman.

27 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005), 195.

2 gutrisno hadi, “Metodologi Research”, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, 1983), 192.
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H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman penulisan
penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan
membagi menjadi lima bab yang secara garis besarnya adalah :

Pada bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, kemmudian
Dilanjutkan pada rumusan masalah,.tujuan, tinjauan pustaka, kerangka
teoritik, serta metode penelitian dan sistem penulisan.

Pada bab Il : Kerangka teoritik, meliputi tentang kesadaran hukum,
pencatatan akta kelahiran anak, dan perkawinan sirri,

Pada bab Il : Hasil penelitian, meliputi gambaran umum Desa
Asemdoyong Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, arti penting akta
kelahiran bagi masyarakat,gambaran umum terkait pernikahan sirri di Desa
Asemdoyong, serta pencatatan nikah sirri dan kesadaran hukum masyarakat
Desa Asemdoyong

Pada bab IV : Pembahasan, meliputi analisis dari penelitian kesadaran
hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak dari perkawinan
sirri di Desa Asemdoyong dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum
masyarakat muslim di Desa Asemdoyong terhadap pencatatan sipil anak dari
perkawinan sirri, dengan tujuan menjelaskan praktek perkawinan sirri di Desa
Asemdoyong dan indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum
masyarakat muslim Desa Asemdoyong terhadap pencatatan sipil anak dari
perkawinan sirri.

Pada bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum
masyarakat muslim Desa Asendoyong terhadap pencatatan Akta Kelahiran
dari perkawinan sirri, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Asemdoyong Kecamatan
Taman Kabupaten Pemalang terhadap pencatatan Akta Kelahiran dari
pernikahan sirri masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum
masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat
muslim Desa Asemdoyong terhadap pencatatan Akta Kelahiran dari
pernikahan sirri adalah:

Pertama, Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum,
dimana masyarakat tidak mengetahui dan memahami adanya
regulasi atau aturan mengenai pencatatan sipil yang harus dilakukan
selambat lambatnya 60 hari setelah dilahirkan, dan tidak mengetahui
bahwa anak dari pernikahan sirri dapat dicatatkan atau dibuatkan
Akta Kelahiran. kedua: faktor pendidikan, dimana masyarakat desa
Asemdoyong yang melakukan pernikahan sirri rata-rata dari mereka

memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu dari semua informan

90
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yang penulis wawancara hanya satu saja yang mengetahui
keberadaan hukum terkait pencatatan akta kelahiran, Ketiga: faktor
sosialisasi hukum, minimnya sosialisasi hukum terkait pencatatan
sipil anak dari perkawinan sirri pada masyarakat mengakibatkan
ketidak patuhan hukum pada masyarakat muslim desa asemdoyong

yang melakukan pernikahan sirri.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat

memberikan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu

sebagai berikut:

1.

Seharusnya masyarakat muslim Desa asemdoyong yang melakukan
pernikahan sirri agar segera mencatatkan anaknya atau membuatkan
akta kelahiran, dan melakukan isbat nikah agar pernikahanya tercatat
secara resmi oleh negara.

Seharusnya masyarakat muslim Desa asemdoyong yang melakukan
pernikahan sirri agar dapat mengetahui undang-undang yang menjadi
dasar hukum dalam pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri.
Seharusnya pemerintah setempat agar melakukan penyuluhan terkait
tentang pentingnya pencatatan sipil bagi anak yang baru lahir dan
dampak dari pernikahan sirri kepada anak, melihat kurangnya

pengetahuan dan pemahaman hukum di masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Narasumber
Tanggal

Waktu

Tempat

Daftar pertanyaan untuk narasumber penelitian dengan judul “ Kesadaran
Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak
Dari Perkawinan Sirri Di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten

Pemalang”

1.  Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

3.  Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran)
kepada dinas pencatatan sipil?

4.  Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri
tersebut?

5.  Apakah anak dari pernikahan sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran?
(bagi yang pernah menikah dan punya anak)

6.  Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran
harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

7.  Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan

mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?



TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial W

Tanggal : 11 Desember 2021

Waktu :15.00 WIB

Tempat - Rumah Narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: sebenarnya saya masih mempunyai istri pertama yang menikah
resmi negara, akan tetapi karena saya merantau dan ahirnya bertemu dengan
M di Desa Asemdoyong, kemudian menjalin hubungan ahirnya saya dan M
menikah sirri di Desa Asemdoyong pada tahun 2014.

Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

Jawaban: saya dan M memiliki 1 (satu ) anak, berusia 11 bulan, lahir bulan
januari kemarin tahun 2021

Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran)
kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: Saya memang belum membuatkan akta kelahiran buat anak saya,
Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri
tersebut?

Jawaban: terus terang saya dan M (istri) tidak tahu cara mendaftarkan akta
kelahiran untuk anak saya, karna saya dan M (istri) tidak punya akta nikah
resmi

Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran



harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: ya saya tidak tahu adanya peraturan itu, baru tahu ini dari sampean
Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan
mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: saya ya setuju, supaya jelas identitasnya, tapi memang saya belum

tau aturan itu

Narasumber 2

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial Y dan |

Tanggal : 11 November 2021

Waktu :19.00 WIB

Tempat : Rumah narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: Ya mau gimana, pada saat itu ya orang-orang sudah pada tau kalo
I hamil, terus orang tua menyuruh saya nikah sirri juga, karna saya masih
punya isteri sah, tapi posisi saya juga sedang mengajukan perceraian sama
‘in’ (nama istri sah Y) di pengadilan, saya sudah pisah ranjang selama 3
bulan, saya juga sudah jarang pulang kerumah.

Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

saya ya baru punya anak 1 (satu) ini saja, baru berumur 1 (satu) tahun, kalau
jawaban: anak dari istri pertama ya ada 3, kalau | punya anak 3 juga dari

suami sebelumnya



Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran)
kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: Y: ya belum, Y: ya belum, saya tidak tahu caranya biar ada bin
bapaknya, makanya mumpung sampean Kkesini dan katanya tadi bisa
dibuatkan agar ada bin bapaknya, saya mau minta tolong sama sampean, | :
iya mas saya pengenya biar anak saya Aktanya ada bin bapaknya

Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri
tersebut?

Jawaban: saya tidak tahu caranya biar ada bin bapaknya

Apakah anak dari pernikahan sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran?
(bagi yang pernah menikah dan punya anak)

Jawaban: Anak saya yang dari istri pertama ya sudah punya akta semua, lah
kalau yang ini belum dibuatkan kan karna informasinya yang saya tahu kalo
nikah sirri tidak bisa ada bin bapaknya, makanya saya belum buat akta
kelahiran, kebetulan sampean ngasih tau kalo bisa ada binya ya nanti saya
minta tolong dibantu

Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran
harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: saya ya tidak tahu mas adanya peraturan itu

Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan

mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?



Jawaban: saya setuju, anak-anak saya yang 3 (tiga) juga punya akta

kelahiran semua

Narasumber 3

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial M dan N

Tanggal : 14 Desember 2021
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Rumah narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?
Jawaban: saya menikah kiyai dulu karna desakan orang tua, karna saya dan
M sering bareng satu rumah, ahirnya orang tua menyuruh untuk nikah kiyai
dan saya juga waktu itu sedang mengandung

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?
Jawaban: saya mempunyai 2 (dua) anak dari perkawinan sirri, yang satu
berumur 6 (enam) tahun satunya lagi 5 (lima) tahun

3.  Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran)
kepada dinas pencatatan sipil?
Jawaban: anak-anak saya (dari pernikahan sirri) belum punya akta kelahiran
semua

4.  Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri
tersebut?
Jawaban: N: saya sebenernya sudah pernah menyuruh orang untuk
membuatkan akta kelahiran anak saya, tapi sampai sekarang belum jadi juga

padahal sudah meminta uang untuk mengurus pembuatan akta kelahiran



anak saya. M: saya sebenarnya juga sedang mencari orang untuk membantu
membuatkan akta anak saya karna tahun depan anak saya masuk sekolah
pasti butuh akta. N: kalu anak kakak-kakaknya ya sudah punya akta
kelahiran semua. M: ya sudah punya akta, kemarin kan nikahan anak saya
(anak dari pernikahan terdahulu)

Apakah anak dari pernikahan sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran?
(bagi yang pernah menikah dan punya anak)

Jawaban: N: kalu anak kakak-kakaknya ya sudah punya akta kelahiran
semua. M: ya sudah punya akta, kemarin kan nikahan anak saya (anak dari
pernikahan terdahulu)

Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran
harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: iya saya tau mas kalo anak yang baru lahir harus dicatatkan, tapi
ya itu tadi, saya sudah pernah menyuruh orang untuk mencatatkan tahun
lalu tapi sampai sekarang belum jadi-jadi.

Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan
mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: ya saya setuju mas, makanya saya juga sedang mengusahakan

membuatkan akta kelahiran anak saya



Narasumber 4

Nama Narasumber : Pasangan Pernikahan sirri inisial A dan R

Tanggal : 8 Desember 2021

Waktu :15.30 WIB

Tempat - Rumah Narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: saya nikah sirri ya karena begitu lah mas, sudah ramai juga
tetangga tetangga ahirnya orang tua menyuruh nikah sirri saja, mau nikah
resmi juga belum ada biaya sama perut sudah mulai besar

Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

Jawaban: anak saya baru 1 (satu), menikah saja kan baru kemarin, jadi baru
punya 1 (satu) anak

Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran)
kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: belum dibuatkan akta kelahiran, emangya bisa ya kalau nikah
sirri, saya tidak tau soalnya mas, kemarin ibu saya sudah tanya-tanya ke
orang yang biasa membuatkan akta kealahiran, tapi belum dibuatkan, baru
tanya-tanya.

Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri
tersebut?

Jawaban: saya tidak tau soalnya mas

Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran



harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?
Jawaban: ya saya tidak tahu mas kalo anak lahir harus di buatkan akta
paling lambat 60 (enam puluh) hari.

6.  Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan
mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?
Jawaban: Ya setuju, tapi saya memeang tidak tahu kalo aturanya seperti itu,

belum pernah mengurusi masalah seperti itu juga.

Narasumber 5

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial R dan L

Tanggal : 17 Desember 2021
Waktu :19.30 WIB
Tempat : Rumah Narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?
Jawaban: saya melakukan nikah sirri karena daripada ngga enak sama
tetangga kalo R sering menginap disini jadi orang tua menyarankan
menikah kiyai saja

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?
Jawaban: ya saya sudah punya 1 (satu) anak, laki-laki umur 2 tahun ini

3.  Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran)
kepada dinas pencatatan sipil?
Jawaban: kalo anak saya belum saya buatkan akta kelahiran, saya pernah

mencari tau dan bertanya kepada orang yang biasa membuatkan akta



kelahiran, tapi katanya kalau menikah sirri tidak ada nama bapaknya di akta
kelahiran

Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri
tersebut?

Jawaban: saya pernah mencari tau dan bertanya kepada orang yang biasa
membuatkan akta kelahiran, tapi katanya kalau menikah sirri tidak ada nama
bapaknya di akta kelahiran

Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran
harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: Kalau aturan-aturan seperti itu saya tidak tahu, saya cuman tahu
kalau menikah sirri akta anak saya tidak ada nama bapaknya

Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan
mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: ya saya setuju saja dengan peraturan itu, tapi kalau yang menikah
sirri seperti saya ini bagaimana cara membuatkan akta kelahiran anak saya

agar nama bapaknya tercatat di akta kelahiran.
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